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PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO

NOMOR TAHUN 2O2I
VL

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PEI,,AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSI.AL BIDANG PERUMAHAN
RITJryAT, KAWASAN PERMUKIIUAN DAN PERXANAHAN

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH
KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuqiang pencapaiart
Ba.saran program, kegiatan dan sub kegiatart
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman
dan pertanatran, Pemerintah Daeratr dapat
memberikan hibah kepada masyarakat dengan
memperhatikan asas keadilan, kepahrtan,
rasionalitas, dan manfaat unhrk masyarakat serta
sesuai kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya perlindungan
terhadap masyarakat dari kemungftinan terjadinya
risiko sosial, Pemerintatr Daerah dapat memberikan
banhran sosial kepada masyarakat secara selektif
sesuai kemampuan keuangan daerah;

c. untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daeratr
yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan
dalam rangka pemberian hibah dan banhran sosiat
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan
hibah dan bantuan sosial;
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d. bahwa untuk memberikan dan dasar
hibah

rakyat,
dari

sebagaimana
huruf c, dan

dan Belanja Daerah

Keuangan Daerah
Purworejo Tahun

kawasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

hukum dalam pemberian dan
dan bantuan sosial bidang

dan

Kawasan
Anggaran

e. bahwa berdasarkan
dimaksud dalam
huruf d, perlu

a, huruf b,
Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
dan

Pelaporan, serta dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Bidang Perumahan Rakyat,

dan dari

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Daerah-daerah Kabupaten Dal,am

Lingkungan Propinsi Jawa Tcngah (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakht
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O t€ntang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Daerah
2O2O Nomor 15, Tambahan Iembaran Daerah
Kabupa.ten Purworejo Nomor 15);

MEMt.fTUSKAN:



PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN,
PENATAUSAHAAN,
PEI"APORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PERUMAHAN
RAI(YT(T, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DAN BEI,ANJADARI
DAERAH KABUPATEN PURWORE,IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sr, dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Puvorejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Daerah yang memimpin irrifFFm
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Punrorejo.
6. Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

PerwakiLan Ralryat Daerah l(abupaten Purworejo dalam
urusan yang menjadi

Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah unsur peran dkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

8. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
yang irE[EiE]j Daerah di bidang
perumahan ral<yat, kawasan permukiman dan pertanahan.

9. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa
dari Pemerintah Daerah kepada kepada Pemerintah Pusat,

daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan
daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifrk telah ditetapkan bersifat tidak wajib dan

menerus setiap tahuntidak mengikat, serta tidak secara terus
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

DAN
DAN

usaha milik



1O. Bantuan Sosial adatah pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

11. Pemohon adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya,
badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan dan
lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia yang mengajukaa permohonan untuk mendapa.tkan
Hibah atau perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang
mengajukan usulan/ permohonan Bantuan Sosial kepada
Pemerintah Daerah.

12. Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APtsN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

15.fim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

16. Kuasa BUD adaLah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
tugas Bendahara Umum Daerah.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat PPK SKPD, adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.

l8.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah
dalam rangfu pelaksanaan APBD pada Dinas.

19. Rencana l(eda dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disinglat
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

20. Kimerja adalah keluaran/hasil dari Program /Kegiatan yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat
daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

22.Kegnatal adalah bagian dari Pnogram yang dilaksanakan oleh I
(satu) atau beberapa. satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pa.da suatu Program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peraLatan dan telorologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

u



uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah unhrk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah pa.da bank yang ditetapkan.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,

23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

yang disingkat DPA SKPD, adalah dokumen yang
memuat
memrrat

dan belanja SKPD atau dokumen yang
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang

Pemerintahan adalah organisasi masyarakat dan
masyarakat yang dibentuk berdasarkan ketentuan

mela.ksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

25. Surat Dana, yang disingkat SPD, adalah
dana sebagai dasardokumen yang

penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
26. Surat Permintaan Pembayaran, yang disingkat SPP,

adafah dokumen yang digunal(an untuk mengajulcan permintaan
pembayaran.

27.Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut LS, adalah
pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah
memba5rar langsung.

28. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah
dokumen yang untuk surat perintah
pencatan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

29. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-
LSi, adalah dokumen yang untuk surat
perintah pencaAan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada
pihak ketiga.

30. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D,
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
atas beban APBD.

31. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyaral<at sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial
akan semakin terpuruk dan dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.

32. Organisasi Kemasyaral<atan adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh anggota secara sul<arela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan
dan tujuan untuk dalam demi

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarlran Pancasila.

33. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan anggota masyarakat yang
hidup bersama- sama dan saling berinteraksi untuk suatu tujuan
tertentu.

34. kmbaga Non
lembaga sosial
yang berlaku.



35. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD,
adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah
dengan penerima Hibah.

36. Tim Evaluasi dan Verilikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala
Perangkat Daerah Teknis untuk melakukan evaluasi dan verifikasi
permohonan rrntuk mendapatkan Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Hibah dalam bentuk uang,
barang, dan/atau jasa.

(21 Pemerintah Daerah memberilran Bantuan Sosial dal,am bentuk
uang dan/atau barang.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Hibah

(1)

Pasal 3

Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
d. badan dan lembaga; dan/ atau

Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesira.e.

(21 Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah
pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) ditujukan
untuk pencapaian aaaaran program, kegiatan sub
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
rangka fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit:
a. secara spesffik telah

belanja urusan

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan



c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
l. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung

tumpang tindih
Daerah sepanjang tidak

dengan APBN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. partai politik; dan/atau
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
tungsi

dan
persyaratan penerima Hibah.

pembangunan dan kernasyarakatan;
e.

Pasal 4

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud dalam

(2t

Pasal 3 ayat (71 hunrf a, diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam Daerah.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom
baru hasil pemekaran daerah sesuai peraturan perundang-

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
datam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untul<

kepada sesuai dengan
ketentuan prlratl')rar: perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam ranglra rmtuk

hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peratu-nan

(5) Hibah kepada kepada badan usaha milik daerah hanya dapat
diberikan dalam bentuk uang atau jasa.

(6) Hibah kepada badan dan lembaga sglagsimena dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) hurufd diberikan kepada badan dan lembaga:
a. yang bersifiat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki

surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri
Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau

&,



c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
berupa Kelompok atau kesatuan
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

dan keberadaannya diakui oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Pnovinsi dan/ atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai
dengan kewenangannya, seperti:
1. Kelompok Masyarakat pengelola sanitasi dan air minum;
2. Masyarakat pengelola dan

3. majelis taklim,
masjid/musholla;

remaja masjid atau taf<rnir

@ Hibah kepa.da Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagafunana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,
diberikan kepada yang berbadan
hukum yayasan atau Organisasi yang berbadan
hukum yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai peraturan

Pasal 5

(l) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupa.ti melimpahkan penerbitan dan
surat terdaftar

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (Q huruf b kepada kepala Perangkat
Daerah terkait yang membidangi pembinaan badan atau lembaga
yang bersangkutan.

l2l Dengan dilimpahkan penerbitan dan penandatanganan surat
keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), maka
kepala Perangkat Daerah terkait surat
keterangan terdaftar atas kewenangan jabatannya.

Pasal 6

atau penetapan terhadap

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan di lkbupaten Purworejo;
b. memiliki keterangan domisili dari kepala desa atau lurah

setempat; dan

keberadaan Kelompok Masyarakat atau kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c
diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi
pembinaan badan atau lembaga yang bersangkutan.



c. berkedudukan dalam wilayah Daerah atau berkedudukan di
luar wilayah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas.

(21 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (71, diberikan dengan persyaratan:
a. telah terdaftar pa.da kementerian yang membidangi urusan

hukum dan hak asasi manusia;
b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Kedua
Permohonan dan Penganggaran

Fasal a

(1) Pemerintah Pusat, daerah lain, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan
Organisasi harus
untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah

(21 Permohonan untuk mendapatkan Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepa.da Bupati.

(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh:
a. ketua/kepala atau sebutan lain dari satuan kerja

dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian bagi
Hibah yang diajukan oleh Pemerintah Pusat

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
b. kepala daerah lain bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh

pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat(2);

c. direksi atau sebutan lain bagi permohonan Hibah yang
diajukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
dan ayat (4);

d. pimpinan badan/lembaga dan kepala
badanllembaga atau sebutan laim yang dipersamakan bagi

Hibah yang diajukan oleh badan atau lembaga
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6); dan
Organisasi dan kepala

atau sebutan lain
e.

Organisasi
yang bagi Organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(71.

(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilenglapi dengan dokumen:
a. proposal, yang memuat paling sedikit:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;



3. rencana kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan kegiatan;

4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran;
5. aLamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan

kepengurusan atau kepanitiaan bagi permohonan yang
diqiukan oleh Kelompok Masyarakat dan Organisasi
Kemasyaralratan yang berbadan hukum Indonesia.

b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana
apabila dan

(5) Dalam hal diajuf<an oleh badan dan lembaga, selain
dilengkapi dokumen sebagaimana dimalcsud pada ayat (4),
permohonan Hibah harus melampirkan:
a. fotokopi Ihrtu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari

badan/lemb^ga dan kepala
badan/lembaga atau sebutan lain yang di

atau penetapan yang diterbitkan oleh

c. gambar rencana dan konstruksi bangunan, foto lokasi rencana
atau dokumen lain yang sejenis bagi permohonan Hibah untuk
frsik/kontruksi.

b. bukti
pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah
terkait sesuai dengan kewenangannya;

c. fotokopi surat pengukuhan/ pengesahan/ pendirian atau surat
sejenisnya dari kepala desa/lurah atau instansi terkait yang
membidangi fika ada);

d. bukti kontrak sewa gedung/ bangunan, bagi Orgarrisasi
yang gedung/bangunan kantor/

menyewa; dan
e. surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempa.t.

(6) Dalam hal permohonan dieiukan oleh Organisasi Kemasyarakatan,
selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
permohonan Hibah harus melampirkan:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari

kesekretariatan Organisasi Kemasyarakatan
yang dipersamakan;

dan kepala
atau sebutan lain

b. alrta notaris atau dokumen lain yang dipersamakan mengenan
yang

Hibah;
c. srrrat domisili dari lurah/ kepala desa yang

diketahui oleh camat setempat; dan
d. sebagai badan hukum

Indonesia.

Pasal 9

(1) Bupa.ti mendisposisi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) kepa.da Dinas untuk selanjutnya dilakukan
evaluasi dan verifrkasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.



(21 Evaluasi dan verifikasi yang dilakukan Dinas EE
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah;

b. kesesuaian antara isi proposal beserta dokumen
dengan keadaan yang

c. kesesuaian antara harga dalam proposal dengan
standar harga satuan kegiatan//barang/ jasa di
Pemerintah Daerah atau harga pasar yang berlaku apabila
komponen yang dibutuhkan tidak tercantum dalam standar
harga satuan harga kegiatan lba,rangl jasa di lingkungan

Daerah;
kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan

bahan serta kebutuhan lainn5ra. 5rang dalarn
kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;

e. memastikan bahwa untuk Hibah
yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor;

f. keberadaan badan/ lembaga/ Organisasi
yang untuk

Hibah;
g. memastikan domisili/alamat sekretariat dari badan/ lembaga/

Organisasi adalah sesuai dengan yang
tercantum dalam proposal yang diajukan;

h. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah belum
dilaksanakan oleh calon penerima Hibah dan Hibah yang
diterima tidak digunakan untuk membayar hutang;

i. menjamin yang dalam
untuk mendapatkan Hibah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

bahwa Pemohon tidak pemah menerima Hibah
secaxa terus menerus, kecuali ditentulran lain oleh peraturan

(3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada
ayat (21 untr.rk Hibah belum benar
dan/ atau lengkap, Dinas Hibah
kepa.da Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pelaksanaan evaluasi.

(4) pengernbalian Hibah
dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan kembali
permohonan Hibah yang telah dibetulkan dan/atau dilengkapi
kepada Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuhl hari kerja sejak
tangiqal pengembalian permohonan.

(5) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan
Hibah dalam batas wakhr yang ditentukan sebagaimana dimaksud

d.

j.

pada ayat (4), Dinas
Pemohon.

surat kepada



(6) Apabila berdasarkan evaluasi perrnohonan Hibah dinyatakan
bahwa proposal beserta kelengkapannya telah sesuai dengan
ketentuan, Dinas selanjutnya melaksanakan verifikasi guna
mengetahui kesesuaian altara isi proposal dan kebenaran
dokumen kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dengan
keadaan yang sebenarnya.

(71 Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) permohonan Hibah telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka hasil evaluasi dan verifikasi tersebut disampaikan
kepala Dinas kepada Bupati melalui TAPD dalam bentuk
rekomendasi.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 17) berisi
keterangan mengenai hasil evaluasi dan verifikasi terhadap
permohonan Hibah dengan disertai kesimpulan tentang
persetujuan atau penolakan permohonan Hibah berikut besaran
Hibah yang direkomendasikan untuk diberikan kepada Pemohon.

(9) TAPD memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang
disetujui oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

(1O) Apabila berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) permohonan Hibah yang diajukan tidak
dapat disetujui, maka TAPD mengembalikan permohonan Hibah
beserta kelengkapannya kepa.da Dinas untuk dikembalikan
kepada Pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 1O

Terhadap permohonan Hibah yang diajukan oleh badan, lembaga atau
Organisasi Kemasyarakatan yang bersumber dari dana Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi raupun kegiatan yang telah
diprogramkan/ direncanakan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau didanani bersama-sama berdasarkan persetujuan dan
kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah, dapat diberilran Hibah sesuai petunjuk/
pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemberi dana,
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi,

Pasal 11

(1) Rekomendasi dari kepala Dinas dan pertimbangan dari TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) menjadi dasar
penc€rntuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan Kebljakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).

(



(21 Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa dicantumkan dalam
RKA-SKPD pada Dinas.

(21 RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meqjadi dasar
penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan p€raturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarl€n pa.da kelompok
belanja operasi yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan
dan sub kegi,atan yang diuraikan ke dalam jenis belanja Hibah.

(21 Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. pemerintah daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan ueaha milik daerah;

dan/atau
d. badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyaral<atan 5rang

berbadan hukum Indonesia.

(3) Daftar penerima hibah dicantumkan dalam uraian rincian objek
belanja RKA-SKPD.

Pasal 14

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran/jenis/
volume Hibah dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

(21 Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran/ jenis/ volume Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(f) berdasarkan alokasi anggaran di Kebiiakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beserta
rekomendasi dari Dinas dan pertimbangan TAPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Fenatausahaan

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD pada Dinas.

t



Pasal 16

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD dan
ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan/ kepala
penerima Hibah.

(21 NPHD sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) disiapkan oleh Dinas.

(3) Kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada kepala Dinas
atau pejabat Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) NPHD sebageimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat:
a. pemberi dan penerima Hibah;
b. tujuan pemberian Hibah;
c. besaran/ rincian penggunaan atau jenis dan volume Hibah

yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah.

Pasal 17

(1) Penerima dan besaran penerimaan Hibah berupa uang atau jenis
dan volume barang/ jasa yang akan dihibahkan, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

l2l Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dan diajukan oleh kepala Dinas.

(31 Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) mengenai
pemberian Hibah berupa uang, dapat menetapkan pencairan
Hibah secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan kas
(anggaran kas) Dinas.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), menjadi
dasar penyaluran/ penyerahan Hibah.

(5) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada
penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(6) Pencairan Hibah berupa. uang dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 18

(1) Permohonan pencairan Hibah berupa uang diajukan oleh
penerima Hibah kepa.da Dinas.

e=



(2) pencaLan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), disertai kelengkapan administrasi berupa:
a. surat pengantar permohonan pencairan dari penerima Hibah;
b. Keputusan Bupati tentang

penerimaan Hibah;
c. NPHD;
d. rencana penggunaan dana Hibah;
e. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah oleh

Dinas;
f. surat pemyataan tanggung jawab proposal atas permohonan

Hibah oleh Dinas;
g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTF) kepala/pimpinan dan

bendahara badan/lembaga/Organisasi
penerima Hibah yang masih berlaku, dilegalisir pejabat Srang

h. fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau
rekening giro bulan berjalan atas Hibah yang
dilegalisir oleh pejabat bank yang

i. surat kuasa bermeterai cukup diketahui kepala desa atau
Iurah dan camat setempat, apabila yang
kuitansi dan NPHD bukan kepala/ dan bendahara
badan/lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan penerima Hibah;

j. pakta integritas penerima Hibah;
k. asli surat panggilan penandatanganan kuitansi tanda terima

dana atau pemberitahuan penerimaan Hibah; dan
l. laporan penggunaan dana atas Hibah tahun

sebelumnya atau surat pernyataan belum pernah menerima
Hibah pada tahun sebelumnya bagr calon penerima yang
belum pernah memperoleh Hibah.

(3) Pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan bendasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan
dan besaran penerimaan Hibah serta dilengkapi dengan kuitansi
yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan kuitansi dinas.

(4) Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati
Hibahtentang penetapan penerima dan besaran

SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri
dari:
a, surat pengantar SPP-IS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS dan dilampiri dcngan selinsfl SPD; dan
d. pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3).

(5) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPK-SKPD.

Penerima dan besaran



(6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinyatakan lengkap dan sah, kepala Dinas menerbitkan SPM.

(71 Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD

dokumen SPP-LSI kepada Bendahara Pengeluaran
untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.

(8) Dalam hal kepala Dinas berhalangan yang bersangkutan dapa.t
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM.

(9) Kepala Dinas menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS} dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran

Penerimaan Hibah.

(1O) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, iika dinyatakan lengkap,
maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak pengajuan SPM diterima.

(11) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya
bank mendistribusikan dana kepada penerima Hibah dengan cara
pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Hibah.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Hibah harus sesuai
dengan proposal kegiatan yang diajukan dalam permohonan
untuk mendapatkan Hibah.

(21 Dalam hal pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan proposal
kegiatan yang diajukan, maka penerima Hibah terlebih dahulu
harus mendapatkan persetujuan dari Tim Evaluasi dan Verifikasi.

(3) Tim Evaluasi dan Verifikasi memberikan persetujuan perubahan
kegiatan dimaksud pada ayat (21 dengan

berita acara evaluasi dan verifikasi perubahan
kegiatan.

Pasal 20

Pengadaan barang/jasa yang besumber dari dana Hibah berupa uang
dilaksanakan oleh Hibah asas kewajaran,

sesuai ketentuandan dapat
peraturan perundang-undangan



Pasal 2l

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa dalam rangka Hibah
sesuaidalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Penyerahan barang dan/ atau jasa dalam rangka pemberian Hibah
berupa barang dan/atau jasa dituangkan dalam berita acara serah
terima.

Bagan Keempa.t
Pelaporan dan Pertanggungiawaban Penerima Hibah

Pasel22

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiel
atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

(21 Kewajiban pembayaran pajak yanC timbul akibat penggunaan
Hibah menjadi tanggung jawab penerima Hibah sesuai ketentuan
perpaiakan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

(3) Iaporan pertanggungiawaban penerima Hibah meliputi:
a. laporan penggunaan Hibah untuk Hibah berupa uang;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan
proposal yang telah dienaluasi dan dirrcrifikasi oleh Dinas; serta

c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa
uang atau salinan bukti serah terima barang dan/ atau jasa
bagi penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa.

(41 Laporan Hibah
dimaksud pada ayat (3) atas Hibah yang berupa uang, barang,
dan/ atau jasa kepada Bupati c.q. kepala Dinas
paling lambat tanggal 1O Januari tahun anggaran
kecuali ditentukan lain oleh perattrran pertrndang-undangan.

(5) Berkas asli laporan awaban Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan
oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Bagran Kelima
Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah sebagai Pemberi Hibah

Pasal 23

Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah dalam
bentuk uang, dibuktikan dengan:



a. proposal dari Pemohon yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan
telah direvisi sesuai hasil verifikasi Tim Evaluasi dan Verilikasi;

b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran
Penerimaan Hibah;

c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima Hibah yang bahwa

Hibah yang diterima akan sesuai dengan NPHD dan
proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Dinas; dan

e. bukti transGr uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti
serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah berupa
barang dan/atau jasa.

Pasal 24

(1) Hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa dicatat sebagai
realisasi belanja Hibah pada jenis belanja Hibah dalam Program,
Kegiatan dan sub kegiratan pa.da Dinas.

l2l Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan,
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB III

BANTUAN SOSI,AL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberil€n Bantuan Sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
Daerah.

(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1),
dilakukan setelah belanja urusan

wqiib dan urusan pemerintahan pilihan dengan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan

manfaat untuk masyarakat.

(3) Pemberian Bantuan Sosial beserta penyediaan dana pendukung
yang terkait dengan program dan kegiatan
Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan
pedoman yang diterbitlan olah Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Provinsi selaku pemberi dana.



Pasal 26

Anggota/ Kelompok Masyarakat yang dapat diberikan Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
a. individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang

mengalami Risiko Sosial; dan
b. kmbaga Non Pemerintahan bidang keagamaan, dan

bidang lain yang untuk individu,
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai
dampak dari Risiko Sosial.

Pasal27

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a, terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga,
kelompok, dan/ atau masyarakat yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(21 Bantuan Sosial yang direncanakan sebag4imana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepa.da individu, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama dan alamat
penerima serta besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/ atau atas
usulan kepala Dinas.

(4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk

kebututran akibat Risiko Sosial yang tidak dapat
pada saat APBD yang apabila ditunda

akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(5) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanal<an
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

(6) Usulan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat
dilakukan oleh Dinas.

Pasal 28

(1) Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat
d. sesuai tujuan penggunaan.

dan



(21 Selektif se dimaksud pada ayat (1) huruf a,
bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan

kepada calon penerima dengan tujuan melindungi calon penerima
dari kemungkinan Risiko Sosial.

(3) Memenuhi persyaratsn penerima bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah Daerah.

(4) sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung pengertian bahwa
pemberian Bantuan Sosial dari APBD kepada penerima Bantuan
Sosial tidak wajib dan hanya diberikan paling banyak 2 (dua) kali
untuk setiap Penerima Bantuan Sosial, baik secara berturut-turut
maupun tidak bertunrt-turut.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c bahwa dalam
keadaan lrang menurut evaluasi dan rekomendasi Dinas serta

TAPD, Bantuan Sosial dapat diberikan lebih dari 2
(dua) kali sampa.i penerima Bantuan Sosial lepas dari Risiko
Sosial.

(6) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, mengandung pengertian bahwa Bantuan Sosial ditujukan
untuk:
a. rehabilitasisosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;

dan/atau
bencana.

Pasal 29

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a ayat (6)
huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfirngsi sosial sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(21 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(61 huruf b, ditujul€n untuk mencegah dan risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok
dan/atau sehingga hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebututran dasar minimal.

e.
f.



(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(6) huruf c, ditujukan untuk keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya/ kekuatan/ kemampuan, sehingga mampu
memenuhi kebuhrhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial dimaksud dalam Pasal 28 ayat (Q
huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

(s) kemiskinan dimaksud dalam Pasal
28 ayat (6) huruf e, merupakan kebiiakan, Program dan Kegiatan
yang dilakukan dan ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok,
dan/ at,]J masyarakat yang tidak mempunyai atau
sumber mata namun tidak dapat
kebutuhan yang layak bngr kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan
untuk rehabilitasi.

Pasal 3O

(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima
langsung oleh penerima Bantuan Sosial.

(21 Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
adalah uang yang diberikan secara langsung kepa.da individu,
keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang rumah tempat
tinggalnya belum layak huni atau terdampak bencana.

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah barang/material yang diberikan secara
langsung kepada individu, keluarga, dan/atau
masyarakat yang rumah tempat tinggalnya belum layak huni atau
dan terdampak bencana.

Bagian Kedua

Pasal 31

(1) Anggota/ Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 Banhran Sosial secara
tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

(21 Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah melalui Dinas.



(3) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang kepada individu atau keluarga dapat
diajukan oleh masyarakat dan/ atau Lembaga Non Pemerintahan.

(4) Permohonan Bantuan Sosial seb"gFimana dimaksud pada ayat (1)
yang diajukan oleh individu atau keluarga diketahui dan dibubuhi
cap oleh kepala desa atau lurah dan camat setempat serta
dilampiri fotokopi IGrtu Tanda Penduduk Pemohon yang masih
berlaku.

(5) Permohonan Bantuan Sosial yang diajukan oleh individu atau
keluarga sebagaimana dimaksud pa.da ayat (4) memuat paling
sedikit informasi mengenai:
a. maksud dan tujuan penggunaan;
b. jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan
c. identitas lengkap Pemohon, terdiri atas:

1. nama lengfup;
2. tempat, tanggal lahir;
3. alamat lengkap;
4. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. status perkawinan; dan
6. pekerjaan/aktivitas;

(6) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diajukan oleh kelompok, atau kmbaga Non
Pemerintahan oleh ketua dan sekretaris dan
dibubuhi cap lembaga serta diketahui dan dibubuhi cap oleh
kepala desa atau lurah dan camat setempat.

l7l Permohonan Bantuan Sosial sebageirnana dimaksud pada ayat (6)
yang diajukan oleh kelompok, atau Iembaga Non
Pemerintahan dilengkapi dengan dokumen:
a. proposal, yang memuat paling sedikit:

1. latar belalrang;
2. maksud dan tujuan;
3. rencana kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan kegiatan;
4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran; dan
5. alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan

kepengurusan atau
b. fotokopi lGrtu Tanda yang masih berlaku dari:

l. ketua dan sekretaris bagi yang diajukan
Lembaga Non

2. semua calon
dan

penerima Bantuan Sosial bagi permohonan
yang diajukan kelompok atau masyaral<at.

(L



(8) Datam hal Bantuan Sosial diajukan oleh kmbaga
Non Pemerintahan, selain dengan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat l7), harus melampirkan
dokumen tambahan berupa:
a. akta notaris atau dokumen lain yang

diterbitkan oleh instansi/lembaga yang
yang

mengenal
l.embaga Non yang mengqjukan

usulan Bantuan Sosial;
b. surat domisili dari kepaJa desa atau lurah yang

diketahui camat setempat;
c. salinan izin operasional/ tanda daftar lembaga yang diterbitlan

oleh instansi yang berwenang; dan
d. bukti sewa kontrak gedung/bangunan bagi kmbaga Non

Pemerintahan yang gedung/bangunan kantor/ sekretariatnya
menyewa.

Pasal 32

(1) Bupati selanjutnya Banh.ran Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada kepala
Dinas untuk dilakukan evaluasi dan verilikasi oleh Tim Evaluasi
dan Verifikasi.

(21 Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk:

a. memastikan bahwa Pemohon tidak frktif dan benar-benar
stabil akibat dari kerentanan

sosial, atau fenomena alam sehingga
membutuhkan
kebutuhan hidup

Bantuan Sosial agar dapat

b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan
standar harga satuan barang/ jasa yang berlaku di lingkungan
Pemeitfiab Daerah atau apbila komponen yang dibutuhkan
tidak terdapat dalam standar harga satuan, maka dapat

harga pa.sar yang berlaku saat itu;
kesesuaian antara kebutuhan peralatan danc.

f.

bahan serta kebutuhan lainnya yang dalam
kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajutran;

d. memastikan bahwa Bantuan Sosial tidak
dipergunakan untuk membiayai kegiatan rutin kantor;

e. memastikan keberadaan kmbaga Non Pemerintahan yang
mengajukan permohonan Bantuan Sosial/ tidak fiktif;

domisili/ alamat sekretariat dari kmbaga
tercantum dalam proposal

Bantuan Sosial;
g. memastikan kegiatan yang akan dibiafi dari Bantuan Sosial

belum dilaksanakan oleh Pemohon dan Bantuan Sosial tidak
diperbolehkan untuk membayar hutang;



h. menjamin dokumen yang dilampirkan dalam
Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. tidak pernah menerima Bantuan Sosial secara terus menerus
kecuali ditentukan Lain oleh ketentuan peraturan perundang-

(3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Bantuan Sosial belum benar dan/ atau
lengkap, Dinas Bantuan Sosial
dikembalikan kepada Femohon paling lama 7 (tujuh) hari keda
setelah pelaksanaan waluasi.

(4) Terhadap pengembalian permohonan Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pemohon harus menyampaikan kembali
permohonan Bantuan Sosial yang telah dibetulkan dan/ atau
dilenglapi dalam wakhr paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya pengembalian permohonan Bantuan Sosial.

(5) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan
Bantuan Sosial dalam batas waktu yang ditentukan
dimaksud pada ayat (4), Dinas menyampaikan surat
kepa.da Pemohon.

(6) Apabita berdasarkan evaluasi permohonan Bantuan Sosial telah
benar dan lengkap, Dinas melaksanakan verifikasi
untuk mengetahui kesesuaian antara isi proposal dan kebenaran
dokumen kelenglapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial
dengan keadaan sebenarnya.

(n Apa.bila berdasarkan verilikasi dimaksud pada ayat
(6) Bantuan Sosial telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, maka hasil evaluasi dan verilikasi disampaikan oleh
kepala Dinas kepada Bupati melalui TAPD dalam bentuh

(8) sebagaimana dimaksud pada ayat (71 berisi
mengenai hasil evaluasi dan verifikasi terhadap

permohonan Bantuan Sosial dengan disertai kesimpulan tentang
atau penolakan permohonan Bantuan Sosial berikut

besaran Bantuan Sosial yang direkomendasikan untuk diberikan
kepa.da Pemohon.

(e) rAPD pertimbangan terhadap rekomendasi yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuaidisetujui oleh Dinas

dengan prioritas dan keuangan Daerah.



(10) Apabila berdasarkan dari TAPD sebagaimana
Bantuan Sosial tidak dapatdimaksud pada ayat (9), permohonan

disetujui, TAPD mengembalikan Bantuan Sosial
beserta dokumen kepada Dinas untuk

dengan disertai alasandikembalikan kepada Pemohon

Pasal 33

Bantuan Sosial dalam bentuk uang dapa.t diberikan kepada individu,
keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintahan
yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Provinsi dengan besaran sesuai yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi
pemberi dana.

Pasal 34

(1) Rekomendasi kepala Dinas dan pertimbangan TAPD
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rrancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).

l2l Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau
barang.

Pasal 35

(1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam
RKA-SKPD pa.da Dinas.

l2l RKA-SKPD sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(l) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam
kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam Program,
Kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas yang diuraikan ke dalam
jenis belanja Bantuan Sosial.

(21 Objek belanja Bantuan Sosial dan rimcian betanja Bantuan Sosial
s€begeimarra dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Individu;
b. keluarga;
c. kelompok masyarakat; dan

(



d. lembaga Non Pemerintahan.

Pasal 37

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran / jenis /
volume Bantuan Sosial dicantumkan dalam Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD, kecuali untuk Bantuan Sosial bagi
individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masryarakat yang tidak
dapa.t direncanakan sebelumnya.

(21 Pencatuman daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
Bantu.an Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
alokasi anggaran di Kebiiakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beserta rekomendasi Dinas
dan pertimbangan TAPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Fenatausahaan

Pasal 38

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang
berdasarkan atas DPA-SKPD pa.da Dinas.

Pasal 39

(1) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial berupa. uang
atau jenis dan volume barang dan/atau jasa yang akan diberikan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APtsD.

121 Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dan diajukan oleh Dinas.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/ penyerahan Bantuan Sosial.

(41 Pencairan Bantuan Sosial
mekanisme LSi.

berupa uang dilakukan dengan

(5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai
dengan Rp5.OOO.OOO,OO (lima juta rupiah) dapat dilakukan dengan
mekanisme LS kepada Bendahara Pengeluaran.

(6) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima LS sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (5), Bendahara Pengeluaran menyampa.ikan
laporan realisasi penyaluran Bantuan Sosial berupa uang kepada
kepala Dinas.

q.



(7t Bantuan Sosial berupa uang dilengkapi dengan
kuitansi bukti uang dan Bantuan Sosial
berupa barang dilengkapi dengan bukti serah terima barang.

Pasal 4O

(l) Permohonan pencairan Bantuan Sosial berupa. uang diqiukan oleh
individu atau keluarga atau masyarakat atau kmbaga Non
Pemerintahan yang mengusulkan Bantuan Sosial kepada Dinas,
disertai kelengkapan administrasi berupa.:
a. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial;
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran

Penerimaan Bantuan Sosial;
c. rlencana penggunaan dana Bantuan sosial;
d. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Bantuan

Sosial;
e. surat pernyataan tanggung jawab proposal permohonan

Bantuan Sosial;
f. fotokopi lGrtu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya

atas nama individu/pengurus (ketua dan bendahara) penerima
Bantuan Sosial yang masih berlaku, dilegalisir pejabat yang

g. fotokopi buku tabungan bank atau rekening bank atau
giro bulan berjatan atas nama penerima Bantuan

Sosial atau rekening Perangkat Daerah Teknis yang dilegalisir
oleh pejabat bank yang

h. surat kuasa bermeterai cukup, diketahui kepala desa atau
lurah dan camat setempat apabila pencairan
Bantuan Sosial tidak dilakukan sendiri oleh calon penerima
Bantuan Sosial;

i. pakta integritas penerima Bantuan Sosial;
j. asli surat panggilan penandatanganan kuitansi tanda terima

dana atau pemberitahuan penerimaan Bantuan Sosial; dan
k. laporan penggunasn dana Bantuan Sosial tahrrn sebelumnya

atau suxat pemyataan belum pernah menerima Bantuan Sosial
pa.da tahun sebelumnya bagi calon penerima Bantuan Sosial
yang belum pernah memperoleh Bantuan Sosial.

l2l Pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial
serta dilengkapi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh
penerima Bantuan Sosial dan kuitansi dinas.

(3) Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan
Sosial, menerbitkan SPP-LSI dilengkapi dengan dokumen lain yang
terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;



b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-IS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2).

(4) Penelitian keleng[<apan dolnrmen SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(5) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dinyata}an lengkap dan sah, kepala Dinas menerbitkan SPM.

(6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak sah, PPK-SKPDtidak lengkap dan/atau

mengembalikan dokumen SPP-LSi kepada Bendahara Pengeluaran
untuk dilengkapi.

l7l Dalam hal kepala Dinas berhalangan, yang bereanglutan dapat
untukpejabat lain yang diberi wewenang

menandatangani SPM.

(8) Kepala Dinas menyerahl<an SPM kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-I,S dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
d. Keputusan Bupa.ti tentang Penetapan Penerima dan Besaran

Penerimaan Bantuan Sosial.

(9) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan leng[ap,
maka Kuasa BUD menerbitlan SP2D paling Lambat 2 (dua) hari
kerja sejak pengajuan SPM diterima.

(10) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya
bank mendistribusikan dana kepada penerima Bantuan Sosial
melalui
Sosial.

ke nomor rekening penerima Bantuan

Pasal 41

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial
harus sesuai dengan proposal yang diajukan dalam permohonan
Bantuan Sosial.

(21 Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan proposal
yang diajukan dalam Bantuan Sosial, penerima
Bantuan Sosial terlebih dahulu harus
dari Tim Evaluasi dan Verifikasi.



(3) Tim Evaluasi dan Verifikasi memberikan persetujuan perubahan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan
menerbitlan berita acara evaluasi dan verilikasi perubahan
kegiatan.

Pasal 42

(1) Pengadaan barang/ jasa dalam rangka pemberian Bantuan Sosial
dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l2l Penyerahan barang dalam rangka pemberian Bantuan Sosial
dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungiawaban Penerima Bantuan Sosial

Pasal 43

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang
menyampaikan laporan penggunaan Bantuan
Bupati melalui kepala Dinas.

atau
Sosial

barang
kepada

(21 Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri bukti pertanggungiawaban yang lengkap dan sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(l) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan
materiel atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(21 Kewajiban pembayaran pajak yang timbul sebagai akibat
penggunaan dana Bantuan Sosial menjadi tanggung jawab
penerima Bantuan Sosial sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Laporan pertanggungiawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
a. untuk Bantuan Sosial berupa. uang kepada Iembaga Non

Pemerintah, terdiri atas:
1. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima

Bantuan Sosial;
2. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai
dengan usulan dan rencana yang telah diverifikasi oleh
Dinas; dan

\



3. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. untuk Bantuan Sosial berupa barang kepada Iembaga Non
terdiri atas:

1. fotokopi bulrti serah terima barang;
2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

barang yang diterima sudah dimanfaatlan sesuai dengan
usulan yang telah diverifikasi Dinas; dan

3. berita acara serah terima oleh penerima manfaat apabila
barang tersebut diteruskan dan/atau diterimakan kepa.da
individu, keluarga, atau masyarakat.

c. untuk Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat, terdiri atas:
1. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh individu,

keluarga dan/ atau masyarakat;
2. surat pernyataan tanggung jawab dari individu, keluarga

dan/atau yang Bantuan Sosial
yang diterima sudah sesuai dengan usulan; dan

3. bukti pengeluaran yang leng[ap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. untuk Bantuan Sosial berupa barang kepada
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, terdiri atas:
1. fotokopi berita acara serah terima barang; dan
2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

barang yang diterima sudah dimanfaatkan sesuai dengan
permohonan/usulan Bantuan Sosial yang telah diverifrkasi
Dinas.

(4) Iaporan penermra Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati
c.q. kepala Dinas paling lambat tanggal 1O Januari tahun

lain berdasarkananggaran
ketentuan

kecuali ditentukan

(5) Berkas asli laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf c angka 3, disimpa.n dan

oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek
pemeriksaan atau disimpan oleh Dinas.

Bagran Kelima
Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah

sebagai Pemberi Bantuan Sosial

Pasal 45

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan
Sosial meliputi:



c.

a, proposal dari Pemohon yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh
Dinas atau surat dari pejabat yang yang
telah mendapat persetujuan Bupati seteLah diverifikasi oleh Dinas;

b. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran
penerimaan atau jenis dan volume Bantuan Sosial;
pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang
bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan sesuat
dengan permohonan yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh
Dinas; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial
berupa uang atau bukti serah terima barang atas
Bantuan Sosid berupa barang.

Pasal 46

(1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi
jenis belanja Bantuan Sosial dalam Program, Kegiatan dan sub
kegiatan pada Dinas dalam tahun anggaran berkenaan.

(21 Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima bantuan sosial sampa.i dengan akhir tahtrn anggaran
berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dal,am neraca.

BAB IV

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

Pasal 47

Dalam rangka melakukan evaluasi dan verilikasi terhadap
Hibah dan Bantuan Sosial, Kepala Dinas membentuk Tim Eryaluasi dan
Verilikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 48

Tim Evaluasi dan Verilikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
mempunyai tugas:

evaluasi dan verifikasi dan tekrrisa.

c.

terhadap permohonan Hibah dan Bantuan Sosial;
b. membuat Laporan hasil evaluasi dan verifikasi Hibah dan Bantuan

Sosial yang dalam bentuk berita acara hasil evduasi
dan verifikasi Hibah dan Banttran Sosial;

surat tanggung jawab atas
Hibah dan Bantuan Sosial untuk
dan

oleh kepala Dinas;

d. menyampaikan berita acara hasil evaluasi dan verilikasi Hibah dan
Bantuan Sosial kepada kepala Dinas yang merupalran bahan
pertimbangan dan dasar bagi kepala Dinas untuk memberikan
rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.



BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial.

(21 Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bupa.ti dengan tembusan kepada
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
Daerah dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah I(abupa.ten
Purrorejo yang menangani administrasi pem

BABVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1) Penerima Hibah yang tidak menggunakan Hibah yang diterima
yang telah diqiukansesrrai dengan rencana daLam

serta telah dievaluasi dan diverilikasi, dikenai sanksi administratif
berupa penolakan terhadap permohonan Hibah yang diajukan oleh
yang bersanglutan untuk permohonan berikutnya.

(21 Penerima Bantuan Sosial yang tidak menggunakan Bantuan Sosial
yang diterima sesuai dengan rencama dalam permohonan yang
telah diajukan serta telah dievaluasi dan diverifikasi
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dikenai sanksi
berupa penolakan terhadap permohonan Bantuan Sosial yang
di4julen oleh yang bersangkutan untuk permohonan berikutnya.

(3) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak
laporan sesr.Ei ketentua$
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) dan Pasal 44 ayat (4) wajib
mengembalian uang Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak dapa.t
dipertanggungjawabkan dan menyetorkannya ke Rekening Kas
Umum Daerah dengan difasilitasi oleh Dinas.



Apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) ditemukan adanya penggunaan Hibah atau
Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan
dan telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52

Pelanggaran administratif dan/atau pidana dalam penggunaan Hibah
dan Bantuan Sosial yang mengakibatkan kerugian Daerah/ Negara,
penyelesaiannya diserahkan kepa.da pihak yang bervenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

(1) Ketentuan mengenai format dokumen administrasi dalam
pemberian dan pengelolaan Hibah berupa.:
a. surat keterangan terdaftar, surat permohonan dan formulir

isian penerbitan surat keterangan terdaftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5;

b. keputusan pengesahan Kelompok Masyarakat, surat
permohonan dan formulir isian penerbitan keputusan
pengesahan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6;

c. rekomendasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(8);

d. daftar nama dan alamat penerima serta besaran / jenis/
volume Hibah sebagaimana dimaksud dafam Pasal 14 ayat (1);

e. NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
f. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e;
g. surat pernyataan tanggung jawab proposal permohonan Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f;
h. pakta integritas penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat(21hurufj;
i. berita acara serah terima penyerahan Hibah berupa Varang/

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21;
j. taporan penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) hurufa; dan
k. surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b;
tercantum dalam Lampiran I yang merupalran bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h



(2) Ketentuan mengenai format dokumen administrasi dalam
pemberian dan pengeloLaan Bantuan Sosial berupa:
a. rekomendasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (8);
b. daftar nama penerima dan alamat penerima serta besaran/

jenis/ volume Bantuan Soeial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1);

c. berita acara evaluasi dan verifikasi Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d;

d. surat pemyataan tanggung jawab proposal
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (1)
hurufe;

e. pakta integritas penerima Bantuan Sosial
dimaksud dalam Pasal 4O ayat (1) huruf i;

f. berita acara sera-h terima penyerahan Bantuan Sosial berupa
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(211'

g. laporan penerima Bantuan Sosial
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a angka

1 dan hurufc angka l;
h. surat pernyataan tanggung jawab penerima Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a angka
2, huruf b ang$a2, huruf c angka2 dan huruf d angt<a 2; dan

i. berita acara serah terima penyerahan Bantuan Sosial berupa
barang kepada Lembaga Non Pernerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b arUka 3;

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang
mengatur mengenai tata cara penganggaran, dan
penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan, monitoring dan
evduasi Hibah dan Ba$tuan Sosid bidang perumahan rak5rat, kawasan

dan dari APBD dalam Peraturan Peraturan
Nomor lO8 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban
dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah
45), se

Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor lO8 Seri E Nomor
telah diubah beberapa. kali, terakhir dengan

Peraturan Bupa.ti Nomor 31 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I(abupaten Purworejo (Berita Daerah I(abupaten Purworejo Tahun 2019
Nomor 3l Seri E Nomor 27), dicabu;t dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 55

Peraturan Bupati ini muLai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan
Kabupaten Purworejo.

penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Purworejo
pada tanegal

{ BUPATI PURWORq]Oi

fecus BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PURWORF^'O,

(sam RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

xxx
Typewriter
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xxx
Typewriter
2021

xxx
Typewriter

xxx
Typewriter
32

xxx
Typewriter

xxx
Typewriter

xxx
Typewriter

xxx
Typewriter

xxx
Typewriter
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xxx
Typewriter
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xxx
Typewriter

xxx
Typewriter
2 Juli 2021

xxx
Typewriter

xxx
Typewriter
2 Juli 2021

xxx
Typewriter
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWORE IO
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PEI,AKSANAAN DAN
PENATAUSAI{AAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PEI.APORAN, SERTA MONITORING DAIiI EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSI,AL BIDANG PERUMAHAN RAIffAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
DARI ANGGAX}IN PEI\IDAPATAN DAN BEI,AN'A DAERIIH
KABUPATEN PURWORAIO

FORMAT DOKI.'MEN ADMIMSTRASI
DAI^AM PEMBERIAN DAN PENGEI.OLAAN HIBAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP DIIIAS

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
NOMOR : ........................

Memperhatikan Peraturan Menteri Dqla'n Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Telmis Pengelolaatr Keuangan Daerah, Peraturan Bupa.ti Purrorejo
Nomor .... Tahun 2O.... tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Felaporan, serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Scial Bidang.... drlli Angaran Bendapatar dan Belanja Daerah
I(abupaten Purworejo dan Surat Pennohonan dari Ketua ...(nafla badanl lernhoga) ....
Nomor: ...... tanggal ......, setelah diadakan penelitiaa kelengkapan persyaratan
administrasi badan/ lembaga, maka dengan ini:

a. Nama : ......................
b. Jabatan : ......................
meaenngSart bahuaa :

a. Nama bedan/lembaga : ...................,..
b. Sifat kekhususan : ..............,.......
c. Alamat : ....,.................
d. Nama ketua badan/lembaga : .....,..........,.....
Telah terdaltar sebagai badan/lembaga yang Eelaksanakan kegiatan ....... di

I(abupaten Purwor€jo dan dalam menjalankan kegiatannya agar tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sampai dengan tahun ...... dan apabila
di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar terdapat kekeliruan dan/atau terjadi
penyalahgunaan, maka akan ditinjau kembali sesuai keterrtuan yang berlaku.

Demikian Suret Keterengan ini diberikan unttzk iliprgundran seperlunya.

h\*orejo,...(tanggsl,bulan talun)...

KEPALA ...... (nmu Dhas).....,

Pangkat
MP..............

TEMBUSAN:
l. Bupa.ti Purworejo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Insoekhrr I(abupaterr Purworeio.

xxx
Typewriter
32 TAHUN 2021

xxx
Typewriter

xxx
Typewriter



a

B. FORMAT KEPI.'TUSAN PENGESA}IAN KEI'MPOK MASYARAXAT

KEPUTUSAN KEPAL{ ..... (NAfuTA SKPD TERKAIT).... KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : ........ I ......... /........

TENTANG

PENGESAHAN .... (NAMA KEIoMTK MASYARAKAT )...
SEBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT YANG MASTH HIDUP DAN

KEBERADAANNYA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MAS]TARAKAT
DI KABUPATEN PURWORE.'O

KEPALA ... (NAMA SKPD TERKNT)... KABUPATEN PURWORAIO,

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati
Purworejo Nomor .... Tahun ......tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelakeanaan dan
Pertangung jawaban dan Petraporan, Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang ..... dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo, penetapan/pengesahan terhadap kelompok
masyarakat atau kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat separ{ang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, serta keberadaannya diakui
oletr Pernerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan
admfuristrasi kelompok masyarakat sesuai surat

....lnama lelonpok nasgatal@t) .... Nomor:
Tanegal ....(nama leelonpok

masgamlcat)...merupakan kelompok masyarakat yang
masih hidup dan sesuai dengan

masyarakat serta kegiatannya tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan gelnBni"trana
dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan
Keputusan Kepala ,....ftama SIfPq... tentang

....(rnma lrelonpok mo,sgarakat).... sebagai
Kelompok Masyarakat yang Masih Hidup dan

Sesuai Masyarakat di
Kabupaten Rrrworejo;

Menglngat : l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingfungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Cipta Kerja (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangian Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

4. Peraturan Daerah l(abupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor l4);

5. Peraturan Bupati Punvorejo Nomor ....... Tahun ........
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan,
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Bidang ..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupatert
Purworejo Tahun 20.... Nomor ....);

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan:
a. Narna Kelompok: ......ftwma kelompok masgoralcat) ......
b. Afamat : ......(alamat leelompnk masgarakd) ......
c. Nama Pengurus : 1. ......(leefrn atat sehnan lain);

2. ......(selcretnris)
3. ......(bendahora)
4. ......dst

d. Bidang kegi ataf, i .....ftnma biilang kegioran kelompk
nto,sgarakat) ......

sebagai Kelompok Masyarakat yang masih aLtif dafam
menjalankan kegiatan dan keberadaannya sesuai dengan
perkembangan masyarakat di lGbupaten Purrvorejo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di...........
pada tanggal............

KEP N.A..... ft una SI<PD Terleaifi,

ttd dan stempel

,.... lnama lenakao dengan gelarl.....
Pangkat

MP. ..............

,



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR

KOP BADAN ATAU LEMBAGA

Nomor

Purworejo, tanggal bulan talun

I<epada:

Yth. BUPATI PURWORBJO
c.q. Kepala .. ( Dd,nns)..

Perihal
: 1 (satu) bendel
: Permohonan Penerbitan

di-
PURWORE.JO

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan
penerimaan hibah APtsD Ikbupaten Rrrnrcrejo sesuai
ketentuan dalam Peraturan Ehrpati Purworejo Nomor ....
Tahun 2O.... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penataueal aen, Pertanggungiavraban dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Bidang .... dari Anggaran
IGbupa.tem Pur:wor{o, d."gorr ini

dan Belanja Daerah
kami mengqjukan

permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar.

Sebaeai kami lampirkan dokumen
kelengkapan sebagai berikut:
l.
2.
3.
4.
5.

fotokopi akta pendirian/ SK
fotokopi KTP Pengurus;
fotokopi NPWP Badan atau lrembaga;
formulir ieian
dst...

Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini,
kami sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

.... (Nana Badofl lcmbasa) ...,
KETUA,

ttd dan stempel

.-.twna lengrcap)-..



D. F-ORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBTTAN KEPUTUSAN PENGESAHAN
KEI.OMPOK MASYARAKAT

KOP KETOMPOK MASYARAKAT

Nomor

Purworejo, tonggal bulan talatn

I(epada:

Yth. BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepala .. ( SKPD Terleai!..

Perihal
: 1 (satu) bendel
: Permohonan Penerbitan
Keputusan Pengesahan di-

PURWOREJO

Dengan Hormat,

Dalarn rangka untuk memenuhi persyaratan
hibah dari APBD Kabupatcn Rrrworejo sesuai

ketentuan dalam Pasaf 6 Peraturan Bupati Purworejo Nomor
.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Perratausahaan,
serta Monitoring dan

Pertanggungiawaban dan Pelaporan,
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Bidang dari Anggaran dan Belanja Daerah
Kabupaten Purrorqio, dengan ini kami mengajukan

penerbitan Keputusan pe,rgesahan Kelompok
Masyarakat.

Sebagai kami dolormen
kelengkapan sebagai berikut:
1. fotokopi akta pendirian/SK pembentukan;
2. fotokopi KTP Pengurus;
3. fotokopi NP\IIP Badan atau Iembaga;
4. formulir isian
5. dst...

Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini,
kami sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

.... (Natn Kelompok Masgarukal) ....
KETUA,

ttd dan stempel

...(nana lengkap)...



E. FORMUUR ISIAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR

I. DAfABADAN/LEMBAGA:
1. Nama Badan/ Iembaga
2. Alamat
3. No. Tclpl HP/ FaIEs.
4. SK Pembentukan /

Akta pendirian
5. Nomor NPWP

II. DATAPENGURUS:
1. Ketua:

a. Nama
b. Alamat
c. No.Telp/HP

2. Wakil Ketua
a. Nama
b. Alamat
c. No.Telp/HP

3. Sekretaris:
a. Nama
b. Alamat
c. No. Telp/HP

4. Bendahara:

Demikian data ini dan saya hrtanggung jawab atas

teflqrd, tanggol, bulon talan

..... ft nma kelonpok masg amkat)....
KEruA,

ttd don stempel

.... (natrn lengkap) ....

kebenaran data tersebut, apabitra dikemudian hari ditemui bahwa ada
data,/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi,
maka saya dan Badan/ Leurbaga yang saya wakili bersedia dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



F. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENGESAHAN
KEI.OMPOK MASYARAKAT

F\f,RMUUR ISIAN PERMOHONAN PENERBITAN
KEPLTTSANPENGESAHANKELOMPOKMASYAnAAA-T

I. DATA KEIOMPOK MASYARAKA'I:
1. Nama Kelompok Masyarakat
2. trJamat
3. No. Telp/ HP/ Faks.
4. SK Fembentukan /

Alda pendirian
5. Nomor NFWP

II. DATAPENGURUS:
1. Ketua:

a. Nama
b. Alamat
c. No. Telp/HP

2. Wakil Ketua
a- Nama
b. Alamat
c. No. Telp/HP

3 . Sel,<retaris:
a, Nama
b. Alamat
c. No. Telp/HP

4. Bendahara:
a. Nama
b. Alamat
c. No. Telp/HP

IU. DATA SARANA PRASARANAYANG DIMIIIKI:
I. TEIAP:

a.
b. dst

2. BERGERAK:
a.
b. dst

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas
kebenaran data tersebu! apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada
data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi,
maka saya dan Kelompok Masyarakat/ Femohon yang saya wakili
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

tenqat, tanggal, bulan talatn

..... fiann kelompk masg arukat)*.
KEnlA,

ttd dan stempel

..-. (nama lenSrq) ....

e



G. FORMAT REKOMENDASI HIBAH

Nomor :
Lampiran:
Perihal : EEK9UENDASI

Purworejo,......

Kepada:
Yth. Bupati Punrorejo
Metalui Ti,m Angaran Pefrerill,tah Daereh
Kabupaten Purworejo

Membaca proposal yang diajukan oleh ....................... melalui
surat Nomor ................tan9941 untuk kegiatan
setelah dilakukan verifkasi dan erraluasi terhadap proposal
yang meliputi penilaian antara lain :

l. Kelengkapan Administrasi kngkap /Tidak Lengfap *t/
2. Domisili Jelas / Tidak Jelas'*/
3. Keberadaan pemohon Fiktif / Tidak Fiktif**,1
4. Nilai yang diajukan Wajar / Tidak Wajarr')
S.Pengelompokan penerima hibah */ :

a. Pemerintah Pusat;
b. pemerintah daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
d. badan dan lembaga; atau
e. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Catatan :

Kesimpulan :
Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tersebut di atas, dapat/ttdrl
drD.t *1 / disetujui terhadap proposal yang diajukan sebesar
Rp (terbilang)

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

....Kepala Dinas...

...Narra...
....Pangkat....

...MP...
Catatan :
*) Beri tanda X iinca di,angap bezar/sesuai
**) Coret yang tidak perlu

trOP DIITAS

a



H. FORMAT DAFTAR NAMA DAIV AI AIVL{T PENERIMA SERTA BESARAN/ JENIS/
VOLI,'ME HIBAH

NO NAMA PENERIMA AIAMAT BESARAN/JENIS/VOLUME

I
2

3

4

dst

L



I. FORMAT NASKAH PER.'ANJIAN HIBAH DAERAH

1. HIBAH BERT]PA UANG

NASKAH PER,IANJI,AN HIBAH DAERAH

AI{TARA
PEMERIMAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN
..... (penerima Hibah)...

NOMOR:
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN HIB,AH DARI ANGGARAN PEI\IDAPATAN DAN BEI,ANJA DAER{H
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN ......

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertaflda tangan dibawah
ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah I(abupaten Purworcjo, selanjutnya disebut PIIIAK KESATU

2. Nama
Jabatan
Alemat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama s€rta sah mewakili ...,
selanjutnya disebut PIHAK I(EDUA.

Dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2(X)3 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor l Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tqatang, Femeriksaan Fengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatran Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralrtrir Undang-Undang Nomor
1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentsng Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah l(abupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran ...; (Murni/Perubahan)

10. Peraturan Bupati Purworcjo Nomor .... Tahun 20... tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan dan
Pelaporan, serta Monito,ring dan Evaluasi Hibah Bidang ...... dari Anggamn

Daerehdrn



Il. Peraturan Bupati Purworejo Nomor .... Tahun .... tentang Fenjabaran
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah I(abupaten Rrrworejo Tahun
Anggaran ....; (Murni/Perubahan)

12. Peraturan Bupati Pumrorejo Nomor .... tentang Standar Harga Satuan
Barang/ Jasa di l,ingkungan Pemerintah Kabupaten Purrorejo Tahun ...;

13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor ....... tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Bupati Purworejo
Kepada .......llkpala Dinr,sl ... dafam Rangka Femberian Hibah Berupa
(UarA/Barang) Bidang ..... dari Anggaran Pendapatan dan Bela4ja Daerah
Kabupaten Pururorejo Tahun Anggaran...........

14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor .... telrtang Penetapan Penerima dan
Besaran Penerimaan Hibah ....;

15. Keputusan Bupati Purworejo Nomor .... t€ntang
Dst...... (dapd ditamb ahlean DPAI

Kewenangan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ... Tahun ..., PIHAK KESATU
memberikan Hibah kepada PII{AK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I

TUJUAN

Pasal I

Ttrjuan diberikannya Hibah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah
... sebagaimana proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Evaluasi dan
Verifikasi pada... lDintasl ... Kabupaten Purworejo.

BAB II

JUMI,AH UANG YANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

Hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp....,- (... rupiah) yang dicairkan
de7etn...7 / 2 (sattt/ dua) tahap.

BAB III

HAK DAN KEWA.'IBAN

Pasal 3

(1) Hak PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
a. menerlma dana hibah baik berupa bukti

pencairan yang lengfup dan sah maupun laporan penggunaan dana
hibah dari PIHAK KEDUA;

b. menunda pencairan hibah tahun berikutnya apabila PIIIAK KEDUA
belum merryampaikan Laporan Pertanggungiawaban penggunaan dana
hibah tahun sebelumnya beserta salinan data dukung yang leng[ap
dan sah.



(2) Kewajiban PII{AK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai
berikut:
a. mengalokasikan dana hibah sesuai dengan jttrnlah dana yang

dihibahkan;
b. menyiapkan tanda terima dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
c. mendistribusikan dana hibah sesuai rekening yang ditunjuk setelah

semua persyaratan pengqjuan pei.'mohonan pencairan dana hibatt
terpenuhi.

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah menerima dana
hibah sesuai dengan jumlah dana yang dihibahkan sebagaimana di','aksud
dalam Pasal 2.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai
berikut:
a. mengajukan permohonan pencairan hibah sesuai dengan peraturan

yang berlaku;
b. melakukan pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan hibah

sesuai dengaa ketentuan yang berlaku;
c. menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban Fenggunaan Hibah

disertai data dukung yang lengkap dan sah kepada Bupati c.q. Kepala
.-... (Dtlras) ..... pafing lambat tanggal 1O Januari tahun anggaran
berikutnya atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. bertanggung jaurab secara formal dan aaterial atas penggunaan hibah
yang diterimanya; dan

e. menJratakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
dan proposal/usulan yang telatr dievduasi dan diverifikasi oleh dinas
teknis.

BAB IV

MASA BERLAKU DATiI BATALNYA PER.IAIiIJI,AN

Pasal 5

(t) Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan
kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau akhir tahun anggaran .......

(2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK I(ESATU dalam
hal:
a. adan5ra. kondisi fote majeue,
b. adanya ket€ntuan peraturan perundang-undangan yang meLarang

diberikannya dana hibah tersebut.

BABV

MEKAMSME PENTELESAIAN MA&TI,AH

Pasal 6

(f) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK
KESATU dan PITIAK KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara

untuk mufakat.

q,



(2) Apabifa musya:warah untuk mencapai mufakat sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat
untuk secara hukum dengan memilih tempat (domisili)
hukum di Kepaniteraan Fengadilan Negeri Purworejo.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas di Purworejo dalam rangfup 2
(dua), masing-masing bermeterai cukup dan
yang sana.

kekuatan hukum

PIHAKKEDUA,

Meterai ttd

(.................................)

PIHAK KESATU,

Meterai ttd

( )

*) Format dapat disesuaikan kebutuhan dan ketcntuan trrraturan penrndang-
undangan yang berlaku.



2. HIBAH BERI.'PA BARANG

NASKAH PEzuANJTAN HIBAH DAERAH

ANIARA
PEMERIMAH KABIJPATEN PURWORAIO

DENGAN
...(penerima Hibah)...

NOMOR:
NOMOR:

TETITANG

PEMBERIAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREIO TAHUN ANGGARAN ......

Pada hari irri ........... tanggal
bertanda tangan dibawah ini :

bufan tahun yang

1. Nama
Jabatan
Alarnat

Dalar" hal ini bertindak untuk dan atas nama s€f,ta seh mewakili
Pemerintah l(abupaten Purworcjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

!. lrlqtrrq
Jabatan
t{lnrnat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 terrrf.arrg Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor
I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman
Teloris Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah l(abupaten Pu.worcjo Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun



1O. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2O.,. tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Fertanggungiawaban dan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang ....'.
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lGbupaten Purworejo;

ll. Peraturan Bupati Purworejo Nomor .... Tahun .... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran ....; (Murni/Perubahan)

12. Peraturan Bupati Rrrworejo Nomor .... tentang Standar Harga Satuan
Barang/ Jasa di Linglungan Pemerintah l(abupaten Purworejo Tahun ...;

13. Keputusan Bupati hrrworejo Nomor....... t€ntang Kewenangan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Bupati Punrorejo

Kepada .......lKepala Ddnnsl ... Dalam Rangka Pemberian Hibah Berupa
(Uang/Barang) Bidang ..... dai Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran...........

14. Keputusan Bupati Purworcjo Nomor ....... tentang Penetapan Penerima,
Jenis dan Voluae Hibah ....;

r 5. Dst...... (dqpat ditanbahkan DPAI

Bahwa dalam rarrgka pelaksanaan keqiatarr Tahun .......... PIHAK
KESATU memberilran Hibah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan-
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

BAB I

TUJUAN

Pasal I

Tujuan diberikannya Hibah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah
sebagaimana proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Tim

Evaluasi dan verifikasi pada ....... (Din s) ..... Kabupaten Purrorejo.

EIAB II

BARANGYANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

(1) Hibeh diberikan dalaa bentuk Barang berupa sejumlah
(.....) buah senilai pagu anggaran hibah Rp
(...................... rupiah).

(2) Nilai barang yang terealisasi dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima
Barang.

BAB III

HAK DAN KEWA.IIBAN

Pasal 3

(1) Hak PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
a. menen na pertanggungiawaban hibah berupa barang dan Laporan

penggunaan atas barang dari PIHAK KEDUA;
b. menunda pencairan hibah pada tahun berikutnya apabila PIHAK

KEDUA belum menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban atas
Densgunaan hibah pada tahun sebelumnya secara lenskap dan sah.



(2) Kewqjiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai
berikut:
a. mengalokasikan hibah berupa barang sesuai dengan jumlah barang

yang dihibahkan;
b. menyiaplran Elerita Acara Serah Teriaa Barang yang dihibahkan dan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
c. mendistribusikan barang yang dihibahkan sesuai penerina Hibatr

setelah semua perqaratan pengajuan permohonan hibah berupa
barang terpenuhi.

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KEDUA dafam Perjanjian Hibah ini adalah menerima hibah
berupa barang sesuai dengan jumlah dan barang yang dihibahlran
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai
berikut:
a. mengajukan permohonan hibah berupa barang sesuai dengan Irerahrran

yang berlaku;
b. menyampaikan Laporan Pertangungiawaban atas Pengunaan Hibah

berupa barang disertai data dukung yang lengkap dan sah kepada
Bupati c.q. Kepda ... (Dhos) ... terkait paling lambat tanggal l0 Januari
tahun anggaran berikutnya atau ditentukan lain oleh ketentuan

c.

d.

anrab secara formal dan material atas p€nggunaan hibah
berupa barang yang

bahwa barang yang dihibahkan atau yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD dan proposal/usulan yang telah dievaluasi dan
diverifikasi oleh dinas teknis.

BAB IV

MASA BERL{KU DAN BATALI\TYA PER.'ANJIAN

Pasal 5

(l) Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak sampai dengan
kegiatan selesai dilaksanakan dan/ atau akhir tahun anggaran .......

(2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIIIAK KESATU dalarn
hal:
a. adanya kondisi Jore majanre;
b. adanya ketcntuan peraturan perundang-undangan yang

diberikannya dana hibah tersebut.

BAB V

MEKANISME PENYEI.ESAIAN MASAI.AH

Pasal 6

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK
KESATU dan PITIAK KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mencapai mufalrat.

(2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat
PIIIAK KESATU dan

sebagaimana dimaksud
pada ayat (U tidak tercapai, PIHAK KEDUA sepakat
untuk hukurn dengan rnemilih tempat (doaisili)
hukum di

SF{iE:I
o.



BABVI

PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat dan oleh PIIIAK KESATU dan PIHAK
KEDUA pada hari dan tangal tersebut di atas di Purworejo dalam rangkap 2
(dua), masing-masing bermeterai cukup dan
yang sama.

kekuatan hukum

PIHAK KEDUA,

Meterai ttd

PIHAKKESATU,

Meterai ttd

( ) ( )

*) Format dapat disesuaikan kebutuhan dan peraturan
yang berlaku.



G. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH

BERITA ACARA
EVALUASI DAN VERTFIKASI PERMOHONAN HIBAH

TAHUN ANGGARAN ..........

Pada hari ini .......... tanggal
bertandatangan dibawah ini :

l. Naraa:
2. Nama:
3. Nama:
4. Nama:
5. Nama:
6. Nama:
7. Nama:

........ bufan tahun kami yang

Jabatan :
Jabatan:
Jabatan :

Jabatan:
Jabatan :

Jabatan :

Jabatan :

Berdasarkan Keputusan Kepala (Dinas)
KabupaGn hrrworejo Nomor: ........ tanggal

melakukan
tentang

telah verifkasi terhadap
baik tekrrispermohonan hibah

maupun administrasi, termasuk rencana p€nggunaan dananya, dengan hasil
seperti terlampir dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan
eebagairnana mestinya.

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI .....

I
2
3
4
5
6
7

( Ketua )
( Anggota )
( AnCgota )
( Anggota )
( Anegota )
( Anggota )
( anggota !

Menyetujui:

Kepala (Dinas) .........
Kabupaten Purworejo,

Pembina



HIBAH KEPADA BADAN ATAU LEMBAGA

a. Perayaratan Berkas Administrasi

b. Persyaratan Teknis

NO ASPEK PEMI.AI,AN
HASIL KET

ADA TIDAK
1 Memiliki
2 Surat Keterangan Domisili dari Kepala

Lurah
3 Dibubuhi cap,/steapel dan

oleh kehra dan sekretaris sebutan
4 memuat:

a. latar
a. maksud dan
b. rencana kegiatan dan besaran angaran

dibutuhkan
c. jadwal kegratan dan rencana lrcnggunaan

d. alamat yang jelas disertai denah lokasi
serta susunan dan

5 Fotokopi KTP yang masih berlaku bagi
Pimpinan/ llepala/ Ketua dan Kepala
Sekretariat atau sebutan

6 bukti pengesahan atau penetapan yang
diterbitkan oleh pimpinan instansi vertikal
atau kepala Ferangkat Daerah terkait sesuai

7 fotokopi surat pengesahan/
atau surat sejenisnya dari kepala

desa/lurah atau instansi tef,kait yang

8 Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kontrak
sewa tanah/ bagi
organisasi yang tanahl
gedung/ bangunan kantor/

9 Gambar rencana dan konstruksi bangunan
atau dolormen lain yang sejenis bagi

hibah untuk konstruksi
lo Surat p€rrryataan untuk

dana pendamping apabila

NO ASPEK PEMI.ATAN
HASIL KET

SESUAI TIDAK
1 Keterkaitan usul,an kegiatan dengan

pencapaian sasaran program dan kegiatan
oemerintah daerah bidanc (oilih salah satul

2 antara proposal
dokumen kelengt<apan dengan keadaan

3 Kesesuaian teknis antara proposal dengan
petunjuk teknis atau aspek kelayakan
teknis



c

4 Kesesuaian antara kebutuhan peralatan
dan bahan serta kebutuhart lainnya yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
denmn ierris keciatan yane diajukan

5 Permohonan Hibah yang diajukan tidak
untuk membiayai kesiatan rutin

6 IGberadaan Badan atau lembaga yang
mensaiukan per:mohonan hibah

7 Domisili/afamat Sekretariat Badan atau
Iembapa vang mengaiukan hibah

8 Kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah
belum dilaksanakan oleh calon penerima
hibah karena hibah tidak diperkenankan
untuk membavar hutang

9 Dokumen yang dilampirkan dafam
permohonan sesuai derrgan ket€ntuan yang
berlaku

l0 Pemohon Hibah tidak pemah menerima
hibah secara tems menerus, kecuali
ditentukan lain oleh pef,aturan perundang -
undanmn

Kesimpulan
Setelah mempelajari program dan kegiatan dalam proposal permohonan dana
hibah dari Tahun ............ maka
berdasarkan verifikasi dan evaluasi tereebut diatas, d.tnt/tfdet dept
disetujui terhadap proposal yang diajukan sebesar

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ....

1

2
3
4
5
6
7

Ketua )
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Angggta

I



a.

b.

HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Berkas Administrasi

Teknis

Telah terdaftar pada. kementerian yanA
membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecudi
ditef,rtutan lain oleh peraturan perundang-
undangan (dibuktikan dengan surat
pengesahan pendirian badan hukum

Bertempat (memiliki sekretariat tetap) dan
berkeduduken (doaieili) di I(abupatea

Keterangan Domisili dari Kepala Desa/ Lurah

KET

4

5

NO

1

2
3

ADA TIDAK

oleh ketua dan sekretaris atau sebutan

ASPEK PEMI.6.I,AN
HASIL

mcrnuat:

Dibubuhi cap/stempel dan
Camat

minimaf 3
Memiliki

Purworejo dengr Surat

a. latar belakans:
b. maksud dan tuiuan:
c. rencana Kegiatan dan besaran anggaran

yang

6

d. jadwaf kegiatan dan rencana p€rrggunaan

e. alamat yang jelas disertai denah lokasi
danserta susunan

Fotokopi I(fP yang masih berlaku bagi Ketua
dan Seloetaris atau sebutan lain;

7 untuk
apabila

Surat pernyataan
dana pendamping

8 Gambar rencana dan konstruksi bangunan
atau dokumen lain yang sejenis bagr
permohonan hibah untuk

KETNO

1

2

3

4

Keterkaitan usulan kegiatan dengan
pencapaian sasaran program dan kegiatan

Kesesuaian antara isi proposal beserta
dokrmen kelengf,apan dengan keadaan

Kesesuaian antara harga. dslarn proposal
dengan stendar satuan harga yang berlaku

Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan
bahan serta kebutuhan lainnya yang

SESUAI TIDAK

salah safir

kegiatan

HASIL

daerah

Pemerintah

ASPEK PENII"{IAN

diperlukan dafam



5 Permohonan Hibah yang diqiukan tidak untuk
membiavai keeiatan rutin

6 Keberadaan Organisasi KemasSmrakatan yang
hibah

7 Domisili/alamat Sekretariat Organisasi
hibah

t3 Kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah
belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah
karena hibah tidak diperkenankan untuk

Dokumen yang dalam
sesuai dengan keterruran yang

berlaku

9

c.
Setelah mempe$ari program dan kegiatan dalam proposal permohonan dana
hibah dari Tahun ............ maka
berdasarkan vcrifikasi dan waluasi tersebut diatas,
disetujui terhadap proposal yang diajukan sebesar

TIM EVALUASI DAN VERIFIIASI ....

( Ketua )
( Anggota )
( Anggpta )
( Anegota )
( Angota I
( Anggota )
( Anggota )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PROPOSAL PERMOHONAN
HIBAH

SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

Fangkat/MP :
Jabatan :

Alamat :

Sehutnrngan adarrya Proposal Permohonan Hibatr ke Pemerintatr Katnrpaten
Rrnrorejo dari:
Nama kmbaga :
Alamat Iembaga :
Nama Ketrra :

dengarr ini kami selaku Kepa1a ... (Dinasl.... menyatal<an batrwa:
1. Proposal telatr kami verilikasi dan evaluasi sebagaimana ketentuan dalarn

Peraturan Bupati Rrrworejo Nomor ... Tatrun 20... tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan, Monitoring darlrt Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang ......
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Rrrworejo;

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir dalam proposal
dirnaksud telah sesuai dengan Peraturan Bupati Rrnvorejo Nomor
tentang Standar Harga Satuan Barangl Jasa di Lingkungan Pernerintatt
Kabupaten Rrrworejo.... ;

3. Untuk Hibah yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa
Tengatr, proposal kami erraluasi dan verifikasi sesuai ketentuan teknis yang
mengaturnya; dan

4. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan, maka kami bertanggung
jawab penuh ata.s evaluasi dan verifikasi proposal yang telah kami lakukan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dapat dipergunalran sebagaimana mestinya.

Rrnrorejo, 20.

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

g



I. FORMAT PAKTA II.TTEGRITAS PENERIMA HIBAH

PAKTA IIITEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Nomor Identitas I(IP :

Alamat :

Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangfu pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini

r. tidak
2. akan

3. akan menggunakan
telah dievaluasi dan

praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisne (KKN);
melaporkan kepada pihak yang benvajib/ berwenang apabila

mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam
proses kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;

dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah yang
diverifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah setta

Tahun 2O... tf,/,i,ta,,g Tata Cara
pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati hurorejo Nomor ....

Penganggaran, Felaksanaan dan
dan PeLaporan, Monitoring dan

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang.... dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daeratr Kabupaten hrrworcjo den keterrfiran p€raturarl

yang berlaku;
oleh instansi yang berrenang atas penggunaan dana4.

Hitrah yang keni terima dari Pemerintah l(abupaten Purwore:'o; dan
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalotr' Pakta

Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh
tanggungjawab.

Purworejo ...-......20

Meterai ttd

Yang Membuat Pernyataan,

1... Penerira lfrball..)



J. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG/ JASA

BERITA ACARA SERAH IERIMA HIBAH
Nomor : ....../ ....... 1...... I 2O..

Pada hari ini .............. tanggal bulan .............tahun dua
ribu................, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l. (Nama Pe:mhen HibaQ Kepala Dinas Kabupaten Purworcjo,
dalam hal irri bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Purworejo selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2, (Nann Penerilna llibah) : fiabatan Fenerima Hibah) di
(alarnat Penerima Hibah) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nana (lembaga/
baran/organisasi/instansi Penerima Hibah)
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk
mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2O.., dimana PIHAK KESATU

Hibah berupa (...barang/ jasa-..) kepada PIHAK KEDUA senilai
(...terbilang...) dalam rangka (...kegiatan yang dilaksanakan... )

tertuang dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor......................t4n9941
tentang dan Naskah Feqjanjian Hibah Daerah Nomor

.......... Tahun..... Tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar
dqr.at dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 20

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

(...Nama Penerima Hibah...)

Yang Menyerahkan,
PIHAKKESATU

(... Nama Pemberi Hibah...)

L:



K. FORMAT I,APORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

r. SURATPENGAI.ITAR

KOP INSTANSI/ ORGANISASI/ BADAN/ I,EMBAGA PENERIMA HIBAH

Purworejo,

KEPADA:

Yth. Bupati Purworcjo
c.q. Kepala ... (Dinas) ..
Kabupa.ten Puruorcjo

di-
PURWORF.IO

NOMOR : ...............

... PIMPINAN/ KEPAI,A /IGTUA...,

-... NAMA....

IEMBUSAN:
SKPD terleait

NO JEMS SURAT JUMLAH KET.

I

dengprl latruf l.
Pengurus)

Laporan Penggunaan Dana Hibah
Pemerintah I(abupaten hrrrorejo
kepada : ...............
Untuk Periode
Tahun Anggaran 2o...sejumlah
Rp
No.Telp/HP.......

.........(

f (satu)
berkas.

Dikirim
dengan
hor:mat untuk
menjadikan
periksa dan
dipergunakan
sebagaimana
mestinya.



2. LA,PORAN PENGGIJNAAN DANA HIBAH

I,APORAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH PEMERIIII'TAH DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO

KEPADA
PERIODE BUI,AN TAHUN ANGGARAN .........

...Pimpinan/ Kepala/Ketua ...,

Purworejo, ......2O..

...Bendahara ....,

......... NAMA ......... ..... NAMA.....

NO URAIAN RENCANA
(Rp)

REAUSASI
(Rp)

1 Diterima dana Hibah dari
Pemerintah Daerah
Kabupaten Purworejo
untuk periode bulan ......
Tahun Anesaran....,.

2 Dibayarkan untuk :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
dst-nya.

Jumlah periode ini
Jumlah s/d periode lalu
Jumlah s/d periode ini
Sisa



3. BUKU KAS

BUKU KAS

NO TGL URAIAN PENERIMAAT{ PENGELUARAN

I Tsl'
Terima di

Rek.
Penerima

Diterima dana
... . (Hibah... disesuaikan
untuk kegiatan ....)
dari Pemerintah
Daeratr Kabupaten
hrrworejo untuk
oeriode

2. Dibayarkan untuk .....

3 Dibayarkan untuk .....

4. Dibayarkan untuk ....

5. Dibayarkan unhrk .....

6. Dibayarkan unttrk .....

7 Dibayarkan untuk ....

8. Dipungut/ Disetor/ Diba
yarkanuntuk ... (pajah-
paiak)...
Jumlah periode ini
Jumlah s/d periode
lalu
Jumlah s/d periode ini
Saldo Kas periode ini

Rrrworejo
Mengetatrui:

Pimpinan I Kepala I Kettra Bendatrara



L. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

I. HIBAH BERI]PA UANG

SURATPERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Nomor Identitas KTP
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya sebagai penerima Hibah Tahun Anggaran .........

berupa uang sebesar Rp........,O0 (...terbilang...) telah menggunakan
dana hibah tersebut sesuai dengan proposal hibah yang telah
dievaluasi dan diverifkasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta
pelaksanaannf telah mematuhi Peraturan Bupati Purworqjo Nomor ...
Tahun 2O.. tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Fertanggungiawaban dan Pelaporan, Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang .... dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana
hibah dimaksud;

3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bersedia mengganti dan merryetorkan kerugian tersebut ke
kas daerah s€rta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perrndang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebogSit"ana mestinya.

Purworejo, 20.--.

Yang Membuat Pemyataan,

Meterai ttd

(... Penerima Hibah... )

g-



2. HIBAHBERUPABARANG

SURATPERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini
Narna :

No Identitas tr(IP :

Alamat :

Jabatan i
Bertindakuntuk :
Dan atas na.Ea

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya sebagai penerima hibah .... Tahun Anggaran ... berupa

(...barang...) telah menggunakan (...barang...) tersebut sesuai dengan
proposal hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah serta telah mematuhi
Peraturan Bupati hrrworcjo Nomor ... Tahun 2O... tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, kanggungiawaban
dan Pelaporan, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Slosial
Bidang ..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Punrorejo dan ketentuan peraturan
berlaku;

2. saya akan
dimaksud;

bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah

3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian serrilai harga
barang tersebut ke kas daerah serta bersedia menerinra sanksi seeuai
dengan peraturan lrrundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rrruorejo, .............2O...

Yang Membuat Pemyataan,

Meterei ttd

(... Penerima Hibah...)

yeng

t PURWORN'O,'

{eous



I.AMPIRAN N
PERATURAN BUPAll PURWORE.IO
NOMOR
TEITTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PEI,APORAN, SERTA MONNORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIALBIDANG PERI'MAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
DARI ANGGARAN PEI\IDAPATAI\I DAN BEI,INJA DAERIIH
KABUPATEN PURWORE.IO

FORMAT DOKI.'MEN ADMIMSTRASI
DAI.AM PEMBERI,AN DAN PENGEI.OIAAN BANTUAN SOSI,AL

A. FORMAT REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

Purworejo,

Nomor Kepada:
Yth. Bupati Purworcjo
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
I(abupaten Pururorejo

Lampiran
Perihal REKOMENDASI

Membaca proposal yang diajukan oleh ....................... melalui
surat Nomor ................tangga1 untuk kegiatan
setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal pemohon
yang meliputi penilaian antara
1. Keleng[a.pan Administrasi

lain :
n)

2. Domisili
3.
4.
5.

Keberadaan pemohon Fikif / Tidak
Nitai yang diajukan Weiar / Tldak Wajar'r/

penenma Bantuan Sosial */ :

a.
b. kehrarga;
c. kelompok dan
d. Lcmbaga Non
Catatan :

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi t€rsebut di atas, dgpet/ttdal

Rp........
* / disetujui terhadap proposal yang diajukan sebesar
....... (t€rbilang)

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

....KePala Dinas...

...Nama...
.Pangkat.
...MP...

Catatan :
*) Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai
"i) Coret yang tidak perlu

xxx
Typewriter
32 TAHUN 2021

xxx
Typewriter



B. FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, AI,AMAT PENERIMA DAN BESARAN/
JEMS/ VOLUME BANTUAN SOSIAL

NO NAMA PENERIMA ALAMAT BESARAN/JEMS/VOLUME

I
2

3

4

dst

{.,



C, FORMAT BERTTA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN
BANTUAN SOSIAL

BERITAACARA
EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN ..........

Pada hari ini ... ....... tanggal
dibaruah iai :

bulan tahun karrri yang

l. Nama:
2. Nama:
3- Nama:
4. Nama:
5. Nama:
6. Nama:
7. Nama:

Jabatan :

Jabatan :

Jabatan :
Jabatan :
Jabatan :

Jabatan:
Jabatan :

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
f"Urrp"t tr nurwofuo Nomor: tanggil

teLah melakukan verifikasi
t€ntang

terhadap
Bantuan Sosial ..........

baik teknis maupun administrasi, termasuk rencana penggunaan dananya,
dengan hasil seperti terlampir dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digu.nakan
sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI DAN \IERIFIKASI .....

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( Ketua )
(
(
(
(
(
(

Anggota )
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Kepala Dinas .........
Kabupaten Prrnorejo,

Pembina



D. FORMAT SI.'RAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PROFOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Pangkat/l\[IP
Jabatan
Alamat
Sehubungan adanya
Kabupa.ten Purworcjo
Narna LembagA
Alamat kmbaga
Nama Ketua

Proposal
dari:

Pcrmohonan Bafrtuut Sosial ke Pemerintah

dengan ini kami selaku Kepala ...
verifikasi

(Dnas) .... bahwa:
l. Proposal telah kami dan evaluasi sebagaimana ketentuan ddam

Peraturan Bupati Rrrworejo Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Fertanggungiawaban dan
Pelaporan, Monitodng dan Evaluasi Hibah dan E antuaa Sosial Bidang......
dari Anggaran dan Bclanja Daerah Kabupaten Purn orejo;

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir dslarn proposal
dirnalrsrrd telah sesuai dengAn Peratufen Bupati Purworejo Nomor ..........
tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Femerintah
I(abupaten Purworejo.... ;

3. Untuk Bantuan Sosial yang bersumber dari APtsN maupun APtsD Provinsi
Jawa Tengah, proposal telah kami evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan
teknis yang mengatumya; dan

4. Apabila dikemudian hari Grdapat permasalahan, maka kami bertanggung
jawab penuh atas erraluasi dan verifikasi proposal yang telah kani lakukan.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebqgai"nan a mestinya.

Purworejo, ........................ 20....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd



E. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PAIffA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Nomor Identitas KTF :

Alamat i
Jabatan :
Bertindak untuk :

dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosid,
dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. tidak al<an meLakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (xxN);
2. akan kepada pihak yang berwajib/ berurcnang apabila

ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalarn
proses pelakeanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial ini;

dana Bantuan Sosial sesuai dengan usulan proposal3. akan
Bantuan Sosial yang telah dievaluasi dan diverifkasi serta
akan mematuhi Peraturan Bupati Purrrorejo Nomor .... Tahun 2O... tentang
Tata Cara Penganggaran, Felaksanaan dan

dan Fetraporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Bidang .... dari Anggaran dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo dan ketentuan peratrrrara perurrdar g-undangan yang
berlaku;

4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana
Bantuan Sosiaf yang kami terima dari Fernerintah I(abupaten Punxto,nqio;
dan

5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan p€raturan

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh
tanggungjawab.

Purworejo ..........20

Meterai ttd

Yang Membuat Pernyataan,

1... Penerimo Banfutan $aiaL..l



F. FORMAT BERTTA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL BERIJPA BARANG
KEPADA LEMBAGA NON PEMERIT{TAH

I. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
A}ITARA DINAS DENGAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

BERTTA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAH

Nomor : ......1 ....... 1...... I 2O..

Pada hari ini .............. tanggal bulan .............tahun dua
ribu................, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l. (NanaPernbai Bantuan fusial) Kepala Dinas Kabupaten
Purworejo, dalam hal ini bertjndak
untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Purworejo selanjutnya
discbut PIHAK KESATU.

2. (Nama Penerima funtuan $sia,f : ... (kehra/kepala jabatan lembaga)...
di (alamat

unhrk

lembaga) ... dalam haf ini bertindak
untuk dan atas nama ...(tembaga
Non Pemerintah) selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIFIAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat
serah terima Pemberian Bantuan Sosial yang

bersumber dari APBD I(abupaten Purworejo Tahun Anggaran 2O.., dimana
PIHAK KESATU menyerahkan Bantusn Sosial berupa (...barang...) kepada
PIIIAK KEDUA senilai Rp......,00 (...terbilang...rupiah) dalam rangfu
(...kegiatan yang dilaksanakan...) sebagaimana tertuang dalam lGputusan
Bupati hrruorejo Nomor......................tangga1 tentang

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dala'n rangkap 3 (tiga) dan
ditanda tangani Para Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

hrrworejo, 20.

Yang Menerima,
PIHAKKEDUA

(...Nama Penerima Bantuan
Sosial...)

Yang Menyerahkan,
PIHAKKESATU

(...Nama Pemberi Bantuan
Sosial... )



2. BERTTA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
ANTARA LEMBAGA NON PEMERINTAH DENGAN PENERIMA MANFAAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
DARI LEMBAGA NON PEMERINTAH KEPADA INDIVIDU, KELUARGA

DAN/ATAU MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT
Nomor : ......1 ....... 1...... / 2O..

Pada hari ini .............. tanggat bulan .............tahun dua
ribu................, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l. (Narrn Pemberi Bantuan fusia,l) jabatan lembaga)...
di (alamat

lembaga) ... dalam haf ini bertindak
untuk dan atas nama ... (Lcmbaga
Non Pemerintah) selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. (Nama Penefina Bantuan fuial) : ... lindiuidr+ letuaryp, kelonpok
dan/atau masgaraled penerina

berkedudukan di
(alamat Penerima Bantuan Sosial) ...
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama ...lindiuidu" kefuarga.
kelompok, dan/ ara! nosgarolcat
penefina nu,f@i-.. selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat
untuk serah terirna Pemberian Bantuan Sosial yang
bersumber dari APtsD Kabupaten Puruorejo Tahun Anggaran 2O.., dimana
PIHAK KESATU merryerahkan Bantuan Sosial berupa (...barang...) kepada
PIHAK KEDUA senilai Rp......,OO (...terbilang...rupiah) dalam rangka
(...kegiatan yang dilaksanakan...) sebagaimana tertuang dalarn RAB ...
(nama kmbaga Non Pemerintah) selaku penerima Bantuan Sosiaf ...
Tahgun Anggaran

Demikian Berita Acara S€rah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan
ditan datangani oletr Para Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

hrrworejo, 20

Yang Menerima,
PTHAK KEDUA

{...Naaa Penerima Bantuan
Sosiaf...)

Yang Merryerahkan,
PIHAK KESATU

{... Naroa Femberi Bantuan
Sosial... )



G. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
DARI DINAS KEPADA INDIVIDU, KELUARGA,
MASYARAKAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSI,AL
KEPADA INDTVIDU, KELUARGA, KEIOMPOK, DAI.I/ ATAU MASYARAKAT

Nomor: ...... I ....... /...... / 2O..

Pede heri ini .............. t:.rrggd bulan .............tahun dua
ribu................, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

L. (Nont Penberi Bcntuon Sosiaf : Kepala Di$aB Kabupaten
ddam hal ilri bertindak

untuk dan atas nana Pemerintah
I(abupaten Rrrworejo selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. (Nona Peneimo tunfilon fuial) '.... fuanA+ ketuarya. kelompk,
danlatau mnsgardkal penerima
Banfitan Soslc|... berkedudukan di
... (alafra.t Feneriraa Bantuan Sosial)
... dalam hal ini bertindak untuk
dan atas rrarrl.a ...lindiudu, kcfuarga
,relonlpk, danl atatt nosgorakat
penerima Banfintu Sosra$...
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat
untuk serah terima Pemberian Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo Tahur Anggaran 2O.., diaana
PIHAK KESATU menJrerahkan Bantuan Sosial berupa (...barang...) kepada
PIHAK KEDUA senilai Rp......,O0 (...terbilang...rupiah) dalam rangla
(...tcegiatan yang dilaksanakan...) scbagaimana tertuang dalam KcPutusan
Bupati Purworejo Nomor......................tanggal tentang

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangka.p 3 (tiga) dan
ditanda tangani Para Pihak untuk dipergunakan 36$agairnana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAKKEDUA

(...Nama Fenerima Bantuan
Sosial...)

Punrorejo,

Yang Menyerahkan,
PIHAKKESATU

(...Nama Pemberi Etarttuan
Sosial...)

20

DAN/ ATAU

t



H. FORMAT I"APORAN PERTANGGIJNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
SOSIAL BERUPA UANG OLEH I,EMBAGA NON PEMERIMAH

1. SURATPENGANIAR

KOP LEMBAGA NON PEMERINTAH

Purworcjo,

tr(EPADA:

Yth. Elupati Arnrrcrejo
c.q. Kepala ... (Ditlnsl ..
Kabupaten Punrrorejo

di-
PT,JRWORE.IO

NOMOR

Penerima Bantuan Sosial,
Kepala Desa/ Lurah ...,

....Nama...
NIP...... ....Nama..,

SKPD

NO JEMS SURAT JUMI,.AH KET

laptan f {satu)
berkas.

Dikiriao
dengan
hormat untuk

Dana Bantuan Sosial dari
Pemerintah Kabupaten Purworejo
kepada : ...............
Untuk Kegiatan
Tahun Anggaran 2o...sejumlah

dan
dipergunakan
sebagaimana
mestinya.

I



2. I.APORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

I,APORAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO

KEPADA
PERIODE BUI,AN TAHLTN ANCTGARAN .........

Purworcjo, -.-...2O..
Mengetahui

... Pimpinan/ Icpala/Ketua
kmbaga Non Pemerintah...,

..Bendahara ....,

......... NAMA ......... ..... NAMA.....

NO URAIAN RENCANA
(Rp)

REALISASI
(Rp)

I Diterima dana Bantuan
Sosial dari Femerintah
Daerah Kabupaten
Purworejo untuk periode
bulan......
Tahun

2 Dibayarkan untuk :

a.
b.
c.
d.
e.
L
dst-nya.

Jumlah periode ini
Jumlah s/d periode lalu
Juaalah s/d. peiode ini
Sisa



3. BUKU KAS

BUKU KAS

NO TGL URAIAN

Diterima
Terima di

Rek.
Penerima

..,.(Bantuan
Sosial... disesuaikan
untuk kegiatan ... .)
dari Pemerintah
Daerah Kabupaten

2.

4

untuk

s
lalu

FI iITN

r-riTl

itfllfiiirErlN PENGELUARAN

Purrorejo, ......

Pimpinan/ Kepala/ IGtua lembaga
Non Pemerintah

Bendahara



H. FORMAT I.A,PORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN/ PENYALT'RAN
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA,
KEI.OMPOK, DAN/ATAU MASYARAKAT

r. SURATPENGANTAR

KOPLEMBAGA

Purworejo,

KEPADA:

Yth. Bupati Purworejo
c.q. Kepala ... (Dinas) ..
Kabupaten Purworejo

di-
PTJRWORB.IO

SURAT PENGAI{TAR
NOMOR

Mengetahui:
Kepala Desa/ Lurah ...,

Penerima Bantuan Sosial,

--..Nama...
NrP...... ....Nama...

NO JEMS SURAT JUMI,AH KET

I Laporan krtangungiawaban
Penggunaan/ Penyaluran Dana
Bantuan Sosial dari Pemerintah
Kabupaten Punrorejo kepada :

Untuk lGgiatan
Tahun Anggaran 2o...sejumlah
Rp......... ( terbilang dagan tatruf l.
No.Telp/HP ....... (Penerima Bantuan
Sosial)

I (satu)
berkas.

Dikirim
dengan
horrnat untuk
merrjadikan
periksa dan
dipergunakan
sebagaimana
mestinya.

,-



2. I"APORAN PENGGUNAAN/ PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL

I"APORAN PENGGUNAAN/ PENYALURAN DANA
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWORE'O

KEPADA
TAHIJN ANGGARAN .........

Purworejo, ......2O...

... Penerima Bantuan Sosial ....,

..... NAMA.....

NO URAI,AN RENCANA
(Rp)

REAUSASI
(Rp)

I Diterima dana Bantuan
Sosial dari Kas Umum
Daerah untuk periode
bulan......
Tahun

2. Dibayarkan untuk
a.
b.
c.
d.
e.
f.
dst-nya.

Jumlah periode ini
Jumlah s/d periode lalu
Jumlah s/d periode ini
Sisa



I. FORMAT SURAT PERI{YATAAN TANGGIJNG JAWAB PENERIMA BANTUAN
SOSI,AL OI,EH LEMBAGA NON PEMERINTAH

I. BANTUAN SOSIALBERUPA UANG

SURAT PERIiIYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :

Nomor Identitas KTF :

Alamat :

Jabatan :

B€rtindakuntuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:
I. saya sebagai penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran ......... berupa

uang sebesar Rp........,0O (...terbilang...) telah dana
Bantuan Sosial tersebut sesuai dengan proposal Bantuan Sosial yang
telah dievaluasi dan diverifikasi serta pelaksanaannya telah mematuhi
Peraturan Bupati Purworcjo Nomor ... Tahun 2O.. tentang Tata Cara
Pengangaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban
dan Felaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Bidang .... dari Anggaran Petrdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. saya akan bertanggung jawab muflak terhadap penggunaan dana
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ang[a 1;

3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bers€dia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke
kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipe, gunakan sebagaimana mestinya.

Purworcjo, ...........-.. 20....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

(...Penerima Bantuan Sosial ...)



2, BANTUAN SOSIALBERUPABARANG

SURAT PER}IYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSI.AL

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama i
No Identitas I(fP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya sebagai penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran ... berupa

(...barang...) telah menggunakan (...barang...) tersebut sesuai dengan
proposal Bantuan Sosial yang telah dievaluasi dan diverifikasi serta
pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati ftrrworejo Nomor ...
Tahun 20... tentang Tata Cara Pelaksanaen den

dan Pelaporan, Monitorins dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang ..... dari Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten Purworejo dan ketentuan
peraturan

2. saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Bantuan
Sosial sebagoimarra dimaksud pada angka l;

3. Apabila dikemudian hari diketahui tedadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian serrilai harga
barang tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi scsuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pemJrataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

hrrworejo, .............20...

Yang Ma'nbuat PemJrataan,

Meterai ttd

(...Penerima Bantuan Sosial ...)



J. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANCIGI,,NG JAWAB PENERIMA BANTUAN
SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, KEI.OMPOK, DAN/ATAU
MASYARAKAT

r. BANTUAN SOSI.ALBERUPAUANG

SURAT PERNYATAAN
TANGGIJNG JAWAB PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nerna
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya sebagai penerirna Bantuan Sosial Tahun Anggaran ......... berupa

uang sebesar Rp........,OO (...terbilang...) telah disalurkan kepa.da .....
sesuai dengan usulan Bantuan Sosial yang teLah dievaluasi dan
diverifikasi serta pelaksanaarurya telah mematuhi Peraturan Bupati
Purwor,ejo Nomor ... Tahun 2O.. tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan,
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang .... dari
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten hrrworejo dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penyaluran dana
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan delarn
penyalurannya sehingga lrcmudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bersedia mengganti dan merryetorkan kerugian tef,sebut ke
kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Derrikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipcrgunakan sebagaimana mestinya.

Purworcjo, 20....

Yang Membuat Pemyataan,

Meterai ttd

(... Fenerima Bantuan Sosial ...)

L



2. BANTUAN SOSIAL BERUPABARANG

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya sebagai penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran ... berupa

(...barang...) telah menggunakan (...barang...) tersebut sesuai dengan
proposal Bantuan Sosial yang telah dievaluasi dan diverifikasi serta

SURATPERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :

No Identitas I(fP :

Alamat :

Jabatan i
Bertindak untuk :
Dan atas nama

telah mematuhi Peraturan Bupati ftrrworejo Nomor ..,
Tahun 20... tent€ng Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

dan Pelaporan, Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bidang ..... dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. saya akan bertanggung jawab muflak terhadap penggunaan Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud pada angka l;

3. Apabila dikemudian hari diketatrui tedadi perryimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bersedia mengganti dan kerugian senilai harga
barang tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Purworcjo, ......-......2O...

Yang M.r"buat Pernyataan,

Meterai ttd

(...Fenerima Bantuan Sosial ...)

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

t BUPATI PUR\TIORE.JO,

AGUS BASTTAN
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